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KABUPATEN  SAMOSIR 

 

NOMOR  : 71/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/Vl/2020 
 

 
 

TENTANG 
 

PENDELEGASIAN  WEWENANG PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PANITIA 

PEMUNGUTAN  SUARA  SE-KABUPATEN   SAMOSIR  PADA PENYELENGGARAAN  

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  SAMOSIR  TAHUN 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  SAMOSIR, 
 

 
 
 

Menimbang       a.      bahwa    berdasarkan   Keputusan  Presiden  Nomor  11 
 

Tahun   2020  tentang   Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan 

Masyarakat Corona Virus  Disease 2019  (COVID-19), yang 

menetapkan   Corona   Virus    Disease   2019    (COVID-19) 

sebagai  jenis   penyakit yang  menimbulkan  kedaruratan 

kesehatan    masyarakat    dan    wajib  dilakukan   upaya 

penanggulangan   sesuai    dengan    ketentuan    peraturan 

perundang-undangan,        termasuk       upaya       untuk 

penyelenggaraan   Pemilihan    Bupati    dan   Wakil Bupati 

Tahun  2020; 

b.   bahwa     mengantisipasi    menyebarnya   Corona    Virus 

Disease 2019    (COVID-19) di   wilayah  Indonesia    dan 

telah  ditetapkanya     Keputusan    Presiden   Nomor    12 

Tahun  2020   tentang    Penetapan   Bencana   Non   Alam 
 

Penyebaran   Corona    Virus   Disease  2019   (COVID-19)

SALINAN 
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Mengingat 

sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana 
nasional di Indonesia, perlu dilakukan Penyesuaian 
Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir 
Tahun 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir 
tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan dan 

Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara Se­ 
Kabupaten Samosir pada Penyelenggaraan Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 
2020. 

I. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten 
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4346); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang­ 
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Pen eta pan Pera tu ran 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 
2014 ten tang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil 
Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 
5898); 
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3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Um um Kabupaten/Kota; 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 
2019 ten tang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 
Kotadan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, 
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/ Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 193); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 201); 

Memperhatikan: 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor: 441 / PL.02-SD /01 / KPU /VI/2020 
Perihal Pengktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan 
(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 
Pemilihan Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020; 
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• 
2.  Berita  Acara  Pleno  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten 

Samosir Nomor: ~)./PP.04.2-BA/ 1217 /KPU-Kab/VI/2020 

tentang  Pendelegasian    Wewenang     Pelantikan    Dan 

Bimbingan  Teknis     Panitia     Pemungutan    Suara     Se- 

Kabupaten Samosir   Pada    Penyelenggaraan   Pemilihan 

Bupati    Dan   Wakil   Bupati    Kabupaten  Samosir  Tahun 

2020. 
 

 

 
 

Menetapkan 
 
 
 
 
 
 
 

 

KESATU 
 

 
 
 
 

KEDUA 

MEMUTUSKAN: 

 
KEPUTUSAN   KOMISI   PEMILIHAN   UMUM    TENTANG 
PENDELEGASIAN     WEWENANG     PELANTIKAN    DAN 
BIMBINGAN TEKNIS  PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  SE- 
KABUPATEN SAMOSIR PADA PENYELENGGARAAN 
PEMILIHAN BUPATI   DAN   WAKIL  BUPATI   KABUPATEN 
SAMOSIRTAHUN 2020 
 

Mendelegasikan    wewenang   Pelantikan    dan    Bimbingan 

Teknis    Panitia    Pemungutan    Suara    (PPS)  kepada    Ketua 

Panitia   Pemilihan Kecamatan  (PPK)Se-Kabupaten Samosir. 

Kepu tusan   ini mulai  berlaku   pada  tanggal  ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Pangururan 
 

Pada  tanggal  15 Juni   2020 
 

KETUAKOMIS!PEMILIHANUMUM 

KABUPATENSAMOSIR, 

 
 

  ttd 
 
 

 
IKA ROLINASAMOSIR 
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